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DI PENGADILAN NEGERT

Oleh : M a v 7 0, SH. MHuﬁ.

I . FPEMDAHLILUAN

Dalam kéhidupan sehari-hari manusia mau  tidak mau
dituntut untuk saling mengadakan hubungan satu dengan - yang
lainnya. Hubungan yang ada dalam masyarakat itu tidak lain
dimaksudkap untuk memenuhi kebutovhannya, agar _manusia itu
dapat terus melangsungkan kehidupannva. Hubﬁngan yang.

dilakukan ﬁleh manusia dalam hidup bermasyarakat bisa Eerupa
hubungan vang bersifat sosial biasa.dan dapat _puia berupé'
hubuﬁgan hukum (Hukum FPerdata).

Perlu diketabui bahwa. manusia itu dalam melakukén
kegiatannya, sering kali satu atau beberapa pihgk melakukan
perbuatan vyang melawan hak atau kebentingan pihak léinnya
yvang mengekibatkan kerugian. Perbuatan yang demikian sering
disebut dengan i;tilah perbuatan melawan hukum. Dalam. Kitab
Undéng—ﬁndang Hukum Perdata, perbgatan melawan  hukum mast
dalam lapénggn hukum perikatan, vyaitu perikatan vang lahir
dari undang—undang. |

Palam menentukaq suatu perbuatan tersebut termasuk
perbuatan melawan hukom atau tidak, sangatlah sulit kareﬁa
didaiamnya banvak problema vang amat pelik dan kompleks,

terlebih lagi mengenai petitum vang terdapét dalam gugatan




atas perbuatan melawan hukum. Dalam Kitab Undang—undang Hukum
perdata, 'perbuatan melawan bukum diatur secara uwoum, vyvaitu
diatur dari paéal 1345 sampai dengan pasal 1367 Kitab Undang-—
Undang Hukum Ferdata (KuUHPer). |

Perkara yang berupa sengketa perbuatan melawan hukum
merupakan suatu perkara yang menarik untuk Aibahas dalam
tulisan ini, karena perbuatan melawan hukum merupakanr suaty
perkara vyang sering terjadi di  dalam masyarakat, dan
pEnyelasaiannyapun masih sering menimbulkan tanda tanya
karena 'terhadap kasus vang sama dapat terijadi putusannya
berbeda satu dehgan yang lainnva. Pilisamping itu "‘mengenail

.

perbuatan melawan hukum ini, khususnya mengenai petitum (apa

yang dituntut) dalam sengketa perbuatan melawan hukum masib

sedikit literatur yang membahasnya.

Térhadap‘ sangketa. perbuatan melawaﬁ hukum ini dapat
terjadi baik itu dilakukan warga secara perorangan  atau
bertindék sebagai wakil 5adan hukum Qtau juga yané dilakukan
aleh mréng lain yang berada dibawah tanggung Jjawabnya saerta
vang ditimbulkan oleh barang atau hewan yang berada di bawah
:pengawésannya, ataupun dilakukah oleh penguasa. Dengan
adanya perbuatan melawan hukum tersebut maké akan menimbulkan
tangggng jawab si pembuat perbuatan itu kepada si  yang
dirugian. MNamun demikian untuk a@anya tanggung jawab itu
harus dituntut dan dibuktikan cdalam pergidanéan di
pengadilan. |

Di dalam Kitab Undang—undang Hukum Ferdata, perbuatan
melawan hukum termasuk dalam hukum perikatan yang lahir dari

undang-—-undang. Fengertian atau difinisi perbuatan melawan
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hukum tidak diatur atau dijumpai di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Dalam Pasal 1345 Kitab Undang*undaﬁg Hukum
Perdata hanva diientukan bahwa, tiap perbuatan melanggar
hukum, vang membawa kérugian.kepada éenrang lain mewajibkan
orang vyang karena salahnya wmenerbitkan kerugian itu,
 mengganti .kefugian tersébut. Dalam keténtuan tersebut tidak
diatur_'tentang apa saja vang dapat Qituntut-(pétitum) d%lam
sengketa perbuatan melawan hukum itu. Hal inilah kiranya yang

perlu untuk dibahas dalam tulisan ini.

1I. PERMASAI_AHAN

Dengan wmendasarkan’ 1atar_be1akang vang féiah penulis
'sampaikan di atas, maka yang meniadi pokok permasalahaﬁ dari
makalah yang berjudul "Mencermati Petitum Dalam Sengketa
Pérbuafan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri® ini, ad&lah
.sehagai berikut:

i. Apa  sebenarnya yang diartikan dengan. perbuatan melawan
,hukﬁm tersebut? |
Bagaimanakah pengaturanhya dalah peraturan perundéng—

“undangan yang berlaku sekarang ini?

2. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi dalam perbuatan

melawan hukum?

3. Bagaimana menyusun petitum (apa yang dituntut) délam
gugatan atas sengketa perbuatan melawan hﬁkum di
pEnQadilan negeri? |

Fokok permasalahan yang penulis sebuthkan di atas itulah




kiranya vang perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam makalah
ini, sehingga kita mendapat_gambar#n yang ielas tentang
petitum dalam sengketa perbuatan melawan bhukum di pengadilan

negeri.

111, PEMBAHASAN :

A. PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli  hokam,
ada heberapa 'macam,_ yvakni R. Wirjiono Prodindikoreo
menggunakan istilah Ferbuatan Melanggar Hukum,. Utrecht
memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas
Hukum dan Sudiman Kartnh%di Prodie mengemukakan istilah
Tindakan Melawan Hukum (R. Setiawan, 1982 : 8). ’

Beberaﬁa istilah yang penulis kemukakan tersebut diatas
merupakan terijiemahan dari istilah yang sama, yakni dari kata
"Dnrechtmatigedaad". Selanjutnya délam tulisan ini penulis
ménggunakan .istilah *perbuatan melawan huakum™ untuk
terjemahan_kata nnrechtmatigedaaﬁ, sebagaimana yang_digunakan_
oleh M.A. Moggni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul
“Ferbuatan Melawan Hukum" .

Dalém Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai
pengertian ‘perbuatan melawan hukum, hanya digebutkan pa%al-
pasal yéng mengatur perbuatan yang melawan hukuT. Untuk itu
pengertian perbuatén .melawan hukum harus dicari di luar

paraturan perundang—undangan yang telah ada. Untuk itu dalam
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mencarl pengertian perbuatan melawan hukum kita harus
mencarinya dalam doktrin—doktrin atau.di dalam yurisprudensi.
Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam
Paﬁéi 134635 Kitab Undang-Undang Hukum Ferdata terdapat 2 (duaj‘
. ajaran, yakni: |
1. Ajaran Sempit.
Perumusan perbuatan meiawan hukum menurut ajaran sempit
yakni, auatq perbuatan vang melangéar hak Subyeﬁtif' orang
lain atau bertentangan dengan kewajiban bhukumnya sendiri
dari yang berbuat dan Hai itu barus berdaéarkén Undang—
Undang.'
Jadi melawan hukum adalah sama dengan melawan undang—
undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran
sempit ini dianut oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919,
tepatnya sebelum adanva ﬁrrést Hogé Raad 31 Januari 1919.
2. Ajaran Luas.
Perumusan perﬁuatan melawan hukum menurut ajaran  luas
.yakni, berbuat atau tidak berbuat vang melanggar hak oranitg
lain atau ﬁertentanéan dengan kewajiban hukum dari orang
vang berbuat itu atau bertentangan dengan kesusilaan atau
bertentangan dengan sikap hati—hati yang sebagai mana

patutnya dalam pergaulan magyarakat terhadap orang atau

tarang orang lain (Purhahid Patrik, i988 : 3-4).
PenQErtian perbuatan melawan huﬁum dalam arti vang luas
ini dianunt dan diterapkan sptelah adanva Arrest nge. Raad
31 Januari 1919 dan berlaku sampai sekarang ini.

Dengan adanya Arrest .Hnge Raad 31 Januwari 17219

sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian perbuatan




melawan hukum tidak ada lagi perbedaan pengertian dikalangan
ahli thukum. Penafsiran pengertian perbuatan m&lawan. hukum
menurut ajaran luas inilah yang dianut dan diikuti oleh

pengadilan di seluruh Indonesia sekarang ini.

B. SYARAT-SYARAT DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKLIM

Dengan memﬁerhatikan pengertian perbuatan melawan hukum
menurut ajéran vang luas sebagaimana disebﬁtkan diataé, maka
dapat dikatakan baﬁwa_suatu pefbuatan "merupakan perbuatan
melawan huakum apabila 3
1. Melanggar hak orang lain, atau
E..Bertentangan dengan kewajiban hubkum si éemhuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan Yang baik, atau.

4. Bertentangan dengan kepatut&n ‘yang  terdapat dalam
masyairakat terhadap diri atau barang .arang lain (R.
Setiawan, 1982 : 1&6—-17). . |

Dari rumusan pengertian tadi kita baru dapat .mengetahﬁi
bahwa perbuataﬁ yang dilakukan itu adalah 'perbuatan yang
melawan bukum atau tidak. Namun kita belum dapat hengetahui
apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dapat
dipertanggung jawabkan atau tidak. Untuk dapat mengetahui
perbuatan melawan hukum yvang dapat dipértanggung jéwabkan
kita harus mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab

Undahg—Undang Hukum Ferdata.

Dalam Pasal 1363 Kitab Undang-lUndang Hukum Ferdata

diatur menganai unsur—unsur yang ada dalam perbuatan melawan

hukum. Unsur—-unsur dalam perbuatan melawan hukum  tersebut

f
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dalam Pasal 13635 Kitab Undang;Undang Hukum Pgrdata dinyatakan

5ébagai berikut, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugién pada sedréng iain, mewajibkan' orang vyang karena
salahnya . menerbitkan kerugan itu, mengganti kerugian
tersebut. Dari bunyi pasal 1365.kitab Undang—Undéhg Hukum

Perdata tersebut dapatlah kita mengetahui apa vyang menjadi

unSQrﬁunﬁur atau syarat-syarat dari perbuatén melawan  hukum

tersebut vakni, ada‘perbuatan yang melanggar hukum, ada
kerugian, ada kesalabhan dén ada hubungan 5ebah akibat antara
perbuatén dengan kerugian.

Seﬁubﬁngan diengan unsur-unsur perbuatan' melawan hokum
tadi penulis sepehdapat dengan yang dikemukakaﬁ aoleh Purwahiﬁ
Fatrik yang menyatakan béhwa, untuk dapat berhasilnya gugatan
ganti kerugian dalam perbgatan_melawan hukum; penggugat harus
membuktikan adanya unsur—unsur:

1. Perbuatan tergugat harus melawan hukum,

2. Adanya kerugian dari peaggugat,

Z. Harus ada kesalahan dari tergugat}

4. éda_ hubungan sebab akibat antara perbutan tergugat dan
kerugian vyang diderita oleh penggugat (Purwahid Fatrik,
1988 : 3). |

Denjan demikian tanggung jawab dalam perbuatan melawan.

bukoum timbul biI; telah memenuhi 4 (empat) unsur atau syarat

sebagaimana disebutkan diatas. Adanya unsur-unsur tersebut

diatas adalah harus dibuktikan di dalam persidangan di

. pengadilan. Si tergugat akan dipertanggung iawabkan terhadap

perbuatan melawan hukum yang dilakukan apabila ternyata ia

dikalahkan dalam pembuktian di persidangan.




C. PETITUM DALAM SENGKETA PERBUATAN MEL AWON HUKUM

Bantuk fangguég jawab dalam perbuatan melawan hukum
terseput berupa ganti kerugian atas perbuatan yang telah
.dilakukan yang telah meﬁimbuikan kerugian. Ganti keruﬁian
dalam perbuaténymelawan hukum selain dapat dalam bentuk uang,
juga dapat berupa ganti kerugién dalam . bentuk yang.'iain.
Berkaitan dengan gaﬁti kerugian_dalam perbuatan melawan hukum
ini M.A. Moegri Diojodirdio menyatakan, Fasal 1365 Kitab
Undang—Undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan beberapa
Jjenis tututan vakni:z
1. Gaﬁti kerugan atas kerugian dalam bentuk uang,
2. Ganti kerugiaﬁ atas kerugian dalam  bentuk natura _ataﬁ
pengembalién dalan keadaan seperti_semula,
3. Pernyataan bahwa perbuafan yaﬁg_dilakukan adalah bersifat
meiawan-hukum,
4. 'Larangan untuk melakukan suatu perbuatan,
5. Meniadakan sesuatu yang diadékan S@2Cara mela&an hukum.
&. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu. yang
telah diperbaiki (M.A. Hnegni”Djajndirdju, 1782 : 10?5.
Dalam praktek,.pada pokoknya seseorang yang. melakukan
parbuatan dapat dipértanggung jawabkan apabila perbuafan yang

~dilakukannya menimbulkan kerugisn pada seseorang atau pihak

léinnya. Tanggung jawab dalam pekbuétam melawan hukum berupa.

kewajiban untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang
ditimbulkannya.' Panti rugi vyang dapat diberikan dalam
pErbuatan melawan hukun dapat berbentuk bermacam—macad

tergantung dari apa vang dituntut oleh penggugat dalam

-
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gugatannya.

Dengan demikian bentuk ganti rugi déiam o Siohan
melawan hukam tersebut haruslah dor s Han disuvat dalam
gugatan yang diajukan olebh ¢ uk wengguget. Banti rugi yang
dapat dituntut dalas  gogatan terhgdap adanya perbuatan

‘ melawan ¢ kue berashut bisa berujud uang atau pengembalian
keﬁﬂax. cszperti keadaan semula, pernyataan 'bahﬁa terg;gat

meziakukan perbuatan melawan hukum, larangan atau kewajiban
untuk melakukan perbuétan tartentu  dan atau berupa tuntutan
untuk mengumumkan putusan hakim. Dalam hai tuntutan +tzrhadap
pengembalian keadaan seperti keadaar semula biasénya
diperhitungkan dalam ”bentuk- uarg. Dikabulkannya tuntutan
tuntutan tersebut adalish  tergantung dari hasil | proses
pembﬁktian o~ 1 am persidangan di pengadilan.
Tuntutan“tuntuténfganti kerugian atas perﬁuatan miz L awan
hukum sebagaimana di sebutkan diatas, dalam gﬁgatan yang

diajukan oleh pihak/para pihak penggugat disusun secara

komulatif. Dengan demikian ada kemungkinan tuntutan vang satu .

ditolak dan tututan yéng lainnva dikabulkan, tergantung dari
pertimhangaﬁ hakim dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.
Untuk Jjelasnya bahwa tanggung Jawab dalam perbuaﬁan
meléwan hukum selain dapat berupa ganti rugi - vang berupa
éejumlah Uand , iuga'dapat berupa tanggung jawab dalam bentuk
lainnva. Denganhéemikiah maka dapat dikatakan bahwa petifum
terhadap seogketa. perbuatan  melawan hukum. di pengadilan
neger; dapat berupa sebagai perikut:
i. Perﬁyatéan dan-menetap&an bahwa tergugat telah melakukéﬂ

perbuatan melawan hukum,
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2. Pengembaiian pada keadaan seperti keadaan semula,

3. Banti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.

4, Larangan atau keharusan Untuk_melakukan suatu perbuatan
tertentu berkéitan dengan perbuatan melawan hukum
tersebut.

5. Pengumuman dari pada keputusan hakim atau dari sesuatu
Yang felah diperbaiki.

Rumusan petitum sebagaimana tersebut di atas, di  dalam
gugétan_ diajukan secara komulatif, hanya di dalam tuntutan
pengembalian keadaan éeperti keadaan samula bila téiah
dikabulkan, maka ganti rugi lain yang ‘Eerupa uany tidak
dikabulkan atau ditolak. Pada umumnya tanggung jawab vyang
bérupa pengembalian  keadaan seperti keadaén éemula telah

diperhitungkan atau dikompensasikan dalam sejumlah nilai

uang. Dan Akhirnva yvang menentukan ‘ada tidaknya tanggung

Jjawab dalam  perbuatan melawan hukum tergantung dari

pertimbangan hakim di pengadilan dalam memeriksa buktijbukti

-yang diajukan oleh pihak/para pibhak penggugat.

Di dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini  biasanya
pihak/para pihak penggﬁgat akan menuntut_sémua'kerugién yang
diderifanya sérta tuntuﬁan lain vang bukan berupa kErugiaﬁ,
gquna meiindungi kepentingén pihak penggugat ;tu sendiri.

fAdanya tanggqung jawab dalam perbuétan melawan hukum tersebut

harus diminta atau dituntut oleh pihak penggugat itu sendiri

dgalam gugatannya, oleh karena itu msenurut Fasal 178 HIR
antara lain disebutkan hakim tidak akan memutus lebih atau
kurang dari .yaﬁg dituntut. Dengan demikian apabila tidak

dituntut aleh - penggugat dalam gugatannya maka dalam

wns e
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putusannya tidak akan dikabulkan oleh hakim.

Disamping tuntutan ganti kerugian itu ﬁarus dicantumkan
dalam. gugatan penggugat, - tuntutan itu haruslah disertai
dengan bukti-bukti vang menunjukkan édanya perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh tergugat dan yang mendukung ‘adanya
tﬁntutan itu guna menguatkan tuntutan tersebut. Tidak semua
tuntutan penggugat dalam.gugatan itu dikabuikan; tunt;tan
yang dikabulkan'blgh hakim tergantung dari pertimbangan hakim
satelah memeriksa bﬁkti—bukti yang diajukan ~dalam

persidangan di pengadilan negeri.

IV, KESIMPLLAN

Dari wraian tersebut ﬁi atas; penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikuf:

1. Pengertian perbuatan melawan hukum vang diatur dalam FPasal
1345 Kitaﬁ Undang-Undang Hukum Perdata terdapat. 2 (dua)
ajaran yakni ajaran perbuatan melawan hukum dalam  arti
sempit dan dalam.afti luas; ﬂenganladanya Arrest Hoge
Raad 31 Januari 191%, maka ajaran éerbuatan melawaﬁ twkum
dalam arti luas vang dianut dan diterapkan sampai Eekafang'
ini. Rumusan pengertian perbﬁatén melaﬁan bukum dalam arti
luas yakni, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak

.Dréng lain atau berﬁentangan dengan Eewajiiban hukum dari
orang yang berbuat itu atau berteﬁtangan dengan kesusilaan
atau bertentangan. dengan sikap hati—hati yang  sebagai

mana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang
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_atau barang orang lain.

"Svarat-syarat vyang harus dipenuhi untuk adanya perbuatan

' melawan hukgm adalah:

¢. Harus ada kesalahan dari tergugat,

a. Perbuatan tergugat harus melawan hukum,

b. Adanya kerugian dati penggugat,

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbutan tergugat dan
kerugian yang diderita oleh penggugat.

Bentuk tanggung' Jawab dalam perbuatan melawan hukum di

pengadilan negeri selain dapat berbentuk ganti rugi yang

bherupa 'éejumlah' uang, juga dapat berupa tanggung jawab

- dalam bentuk lainnya. Secara terinci petitum dalam

gugatan perbuétan melawan hukum di pengadilan ﬁegeri

adélah dapat berupa:

a. Pérhyataan dan menetapkan bahwa © tergugat telah
meiakukan_perbuatam mglawan hukum, | |

b. Pengembalian pada keadaan seperti keadéan éeﬁula,

c. Ganti kerugian atas kerugian dalaﬁ bentuk uang..

d. Larangan atau Féharusan untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu bérkaitan dengan.-perbuatgﬁ 'melaﬁan hukum
tersebut.

e. Pengumuman dari pada keputusan hakim atau dari sesuatu
yang telah diperbaiki. |

Petitum ~ yang dimintakan dalam penyelesaian sengkéta

perbuatan mélawaﬁ hukum tersebut di atas adalah disusun

sacara komulatif.
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